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BUPATI LANDAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK
NOMOR 11 TAHUN 2019

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN ANGGARAN 2020

a.

1.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

bahwa untuk melaksanakan Pasal 154 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapakali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
membahas dan memberikan Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah mengenai Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) Kabupaten yang diajukan oleh Bupati;

bahwa Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 yang
dijabarkan ke dalam Kebijjakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta Prioritas Dan
Plafon Anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daecrah dengan DPRD pada tanggal 21
Agustus 2019;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Daerah Kabupaten Landak tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak
Tahun Anggaran 2020.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penvelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas darn Korupsi,
o bl o ~ DD o o 3
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 38351);



10.

11.

Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904)
sebagaimana telah  diubah  dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5601);



12.

13.

14.

16.

17.

18.

19.

20.

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4090);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah  diubah  terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah
Nomor 24 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 45853);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah



21.

22.

23.

24.

26.

27.

28.

29.

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden
Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 11);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menter
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Republik Indonesia nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah
Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1067)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan
Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
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34.
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37.

38.

39.

40.

41.

Tahun 2019 Nomor 13);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 635);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 51 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Landak Tahun 2011 Nomor 4);

Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten
Landak Tahun 2011 Nomor J5);

Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet ( Lembaran
Daerah Tahun 2011 Nomor 6);

Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
(Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 Nomor 7);

Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah
Kabupaten Landak Tahun 2011 Nomor 9);

Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran
Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 Nomor 10);

Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
(Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2012);

Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Tahun
2013 Nomor 25);

Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran

Daerah Kabupaten Landak Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 47);

Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat



42.

43.

44,

40.

47.

48.

Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Ladak Nomor 57) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Landak
Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten
Landak Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ladak Nomor 83);

Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran
Daerah Kabupaten Landak Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 60);

Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Landak Pada
Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Landak
Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 62);

Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Landak Tahun 2017 - 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2017 Nomor 12,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 70);

Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Landak Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perusahaan
Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Landak Nomor 74);

Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Landak Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Landak
Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 80);

Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor S Tahun 2019 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi
Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 86);

Peraturan Bupati Landak Nomor 35 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Landak
Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Landak (Berita
Daerah Kabupaten Landak Tahun 2016 Nomor 377);



Menetapkan

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANDAK
dan

BUPATI LANDAK

MEMUTUSKAN :

KABUPATEN LANDAK TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

1.
2.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Pendapatan DaCTa N s sisessmoms s s s s sy s e s s s s s e ik s s Rp.1.465.715.352.147,06
Belanja DaeTal s smssissessossussissesss:s s i oasms a5 s s s i s i s s s s i e s e s s sss e Rp.1.478.715.352.147,06
Surplus/(Defisit) .o (Rp 13.000.000.000,00)
Pembiayaan :
U o (a4 = = | o O e Rp. 20.000.000.000,00
b. Pengeluaranusmasmnssssimmanmmmsmsmmammms s s s s s s s s s sk s s s Rp. 7.000.000.000,00
Pembiayaan Netto ........ocoooiiiiiiiiiiiiiiean.. Rp. 13.000.000.000,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan. ..........ooiiiiiiiiiiiiii e Rp 0,00
Pasal 2
Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
a. Pendapatan Asli Dacrah SeJUMIAN. s s s s o6 s v s e i s srvssesisss sl Rp. 101.867.281.414,06
9 IDEUREl IPEalonorEuarsrein SYSIBORUEYRL o e oo s ot A R S T A e e S s A e o S Rp. 1.067.814.185.000,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sejumlah.............cooviiine. SRR T TR A e R Rp. 296.033.885.733,00
Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
a. Pajak Daerah sejumlabygiasssessses e sies v s i s S s e s i s T T Rp. 49.394.258.800,00
b. Retribusi Daerah Se)UITI Al cy s s swusains sumsimmmsissmsisss s s s 8 0 e w5 0 88 64 s s S o o s e S s Rp. 4.875.685.400,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sejumlah.........coooiiiiiiiiiiiii Rp. 4.289.774.614,06
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sejumlah: e emem g Rp. 43.307.562.600,00



(3)

Dana Perimbangan secbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil Sejumlabimmesssmesmsssssmssusssssesssmmssss somsnms bhhnns s s s i sss siauiiss s s e aaasasinis soss
b. Dana Alokasi UmMUIm SEJUIMIIAN . ..iu. ittt s sttt
c. Dana Alokasi KNuUsUS SEJUIMIAN. ... cuuiiiiiiiiiiiiin ettt s s s s s st s st st ety

26.151.177.000,00
698.618.801.000,00
343.044.207.000,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

(1)

Hibah SEJUMIAN . iiriireiereaissvismms s s s ces s assnsssnas s copmsrnnnss tnsnenssnesdonss st isssssessnedisasaiisiommisuniniininosin
Dana DArurat SEJUIIAN . c.uuuue. s eerrucerrnnr s stbbesee et s e h b e L s s s s ab st e EE s s a s s s st
Dana Bagi Hasil Pajak,. .. ssusassssmsssisssmmssssss o s o omu sy s e i oo sse R insses e
Dana Penyesuaian Otonomi Khusus sejumlah.......
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya sejumlah.ccaecsmmesvosssmssmess
Dana Penyesuaian Kependidikan sejumlah. ...

Dana Pasca Bencana Alam SEJUITIIAN ittt s s s s s
Pendapatan Lainny s sussssssemmsnasssrmenmsmsssssssts st 5535 sis i s jus v oo i s s amss s v s s

S o a0 o

Pasal 3

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri atas :
a. Belanja Tidak Langsung SejUMIah. ..o cerrunrniiiiiiiii s e
b. Belanja Langsung SEJUITLIAN. ..o sivusissiumessssmssi it msi e saassassssssbus sasass s s an s armsmssrsssnsssssss oot

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

(3)

Belanja Pegawai SEJUIMLAN ... vrwsussmtimasssses siamti s s s hasass s s ee e S8t L S st e
Belanja BUnga SEJUIMIAN. ...uuuiu ettt s s st E ST R
Belanja Subsidi sejUumlabiuescesmsemsseeses nsssnssmssses soses e 355 a0 TS 1800 5 08 0 SRS RE TG £ A
2T P oYL= 5 1= P
Belanja Bantuan Sosial...ssmssweaisvmmmsssmmessta s s sms e sgm o anummesynsesan et b o S HEERTER S s s
Belanja Bagi Hasil Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa sejumlah..................

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Sejumlassscssmmssinmsasaessmsnmrssonpmssmesseses

Belanja Tidak Terduga SeJUrnlal. ..o ittt s s s e aseesa s

TR e 00 op

Belanja Langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Pegawai sejUmlah. ciiimmsssimmmssiimssern stenmmnssessassssnas sonsns spas o senns 64 sns s iisissessiss s e sm s snas
b. Belanja Barang dan Jasa SEUIMIAN ... ererremumss ot sss s e
C. Belarja MOGAL. uuuesessssonssonnmssmmmmnssnssnsss s ssiiss sy s i ssss s by 4 cobsm s was s s ssnems e s Crrrs st

58.924.600.000,00
0,00
30.221.641.733,00
30.221.641.733,00
0,00
0,00
0,00
186.093.567.000,00

742.273.378.615,66
736.441.973.531,40

436.918.791.019,64
0,00

0,00
35.208.155.375,00
4.149.535.000,00
0,00
263.996.897.221,02
2.000.000.000,00

20.673.706.003,00
429.678.288.367,20
286.089.979.161,20



(1)

(2)

(3)

Pasal 4

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

A. Penerimanan SE UIIIA . . e et aas Rp.  20.000.000.000,00
b. Pengeluaran sejumlah s s s oms s omms s s o s i s 5 s e e S S S e i e Rp. 7.000.000.000,00
Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA) sejumlah.............ocoo. Rp. 20.000.000.000,00
b. Pencairan Dana cadangan SejUIT1]a . e s ussicosissisamssmms s sims s S sy s ssssimemmss Rp. 0,00
c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sejumlah.............cooooiiiiiiiiiiiiiiie Rp. 0,00
d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah;acesonss s ssemmi i miaiisssss ensni s mat s oh 60 ae 10 s et st ns 128 Rp. 0,00
e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah ssemasamevsmssmmasssimisss i sy s Rp. 0,00
f. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah......oooiiiiiiiiii i e Rp. 0,00
Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan : Rp. 0,00
2l PETnlocinnulieein elevae, (Cercleumerziol SSUITaURNI o e et s b T S A S S S Rp. 0,00
b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sejumlah...............ooe, Rp. 7.000.000.000,00
c. Pembayaran Pokok Utang sejumlah s s memsem s o ik sbes ot g s s s Sy y i s v st e 5oy Rp. 0,00
©l, IPEmnioEiniEs) PhayevaEun IDEETENN SEIUIMIIENRL ¢ o o o o o T s o AR Sl Rt o 1 B e e i Aot Rp. 0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

a.

b.

Lampiran I
Lampiran II

Lampiran III

Lampiran IV

Lampiran V

Ringkasan APBD;
Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daecrah dan Organisasi SKPD;

Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan;

Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;

Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselaran dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi



dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

f.  Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
g. Lampiran VII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah; dan
h. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 6

(1)  Untuk mengantisipasi keadaan darurat dan mendesak, Pemerintah Daerah menggunakan Belanja Tidak Terduga.
(2) Penggunaan Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, harus memperhatikan Peraturan Bupati
Landak Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga.

Pasal 7

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD ditetapkan dengan
Peraturan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Daecrah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 31 Oktober 2019

BUPATI LANDAK,

TTD
KAROLIN MARGRET NATASA

Diundangkan di Ngabang
pada tanggal 31 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LANDAK,
TTD
VINSENSIUS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2019 NOMOR 11
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT : ( 11/ 2019)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LANDAK,

DARIANUARTI, SH
NIP. 19661128 199402 2 001




Lampiran I

PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK

RINGKASAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

Peraturan Daerah
Nomor
Tanggal

11 Tahun 2019
31 Oktober 2019

URAIAN JUMLAH
|
1 2 3
‘ 1 PENDAPATAN 1.465.715.352.147,06
i 151 PENDAPATAN ASLI DAERAH 101.867.281.414,06
‘ 1:1.1 Pendapatan Pajak Daerah 49.394.258.800,00
{ Ll 2 Hasil Retribusi Daerah 4.875.685.400,00
Iyarl o3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 4.289.774.614,06
1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 43.307.562.600,00
1.2 DANA PERIMBANGAN 1.067.814.185.000,00
Lian2 &l Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 26.151.177.000,00
152, 2 Dana Alokasi Umum 698.618.801.000,00
lown2 73 Dana Alokasi Khusus 343.044.207.000,00
[ 1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 296.033.885.733,00
|
| T3 1 Pendapatan Hibah 58.924.600.000,00
1.3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 30.221.641.733,00
1.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 20.794.077.000,00
1.3.6 Pendapatan Lainnya 186.093 567.000,00
2 BELANJA I 1.478.715.352.147,06
21 BELANJA TIDAK LANGSUNG 742,273 378.615,66
2.1 21 Belanja Pegawai 436.918.791.019,64
| 2.1.4 Belanja Hibah 35.208.155.375,00
2.1.5 Belanja Bantuan Sosial 4.149.535.000,00
| 2.1 a7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 263.996.897.221,02
2 1.8 Belanja Tidak Terduga 2.000.000.000,00
| 2.2 BELANJA LANGSUNG 736.441.973.531,40 |
DA Vi Belanja Pegawai 20.673.706.003,00
| 2.2, Belanja Barang dan Jasa 429.678.288.367,20
2.2. Belanja Modal 286.089.979.161,20
i SURPLUS / (DEFISIT) {13.000.000.000,00}
3 PEMBIAYAAN DAERAH
Jal PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 20.000.000.000,00
3=1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 20.000.000.000,00
3.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 7.000.000.000,00
| 352.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 7.000.000.000,00

PEMBIAYAAN NETTO

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN

13.000.000.000,00

Ngabang, 31 Oktober 2019
Bupati Landak

TTD

dr. KAROLIN MARGRET NATASA

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LANDAK,

| RINGKASAN APBD

prird By SinDd

DARIANUANTI, ¢

vl

. sH
NIP. 19661128 189402 2 001

Halaman 1



P&
i

NOMOR 1] TAHUN 2019
TENTANG

ANGOGARAN Pl
KABUPATEN LA

PATEN LANDAK

CATURAN DAELRAH KARU

NDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
DAK TAHUN ANGGARAN 2020

DAFTAR JUMLAH PEGAWAI KABUPATEN LANDAK

PER GOLONGAN DAN PER JABATAN
TAHUN ANGGARAN 2020

ESELON NON ESELON
) NGAN RUANG
NO.| GoLo I 11 I11 1A% T. FUNGSIONAL STAF JUMLAH
| 2] o 4 5 6 8 9 10
l. |Golongan 1V /e 2 - 3
2. |Golongan 1V /d - 1 - = 1
3. |Golongan IV/c - 19 1 - : 20
4 |Golongan IV/b - 3 30 1 38 72
5 |Golongan [V/a - 66 6 841 913
Jumlah Golongan IV 2 23 97 879 - 1.008
1. |Golongan [lI/d - - 40 109 285 = 34
2. |Golongan [ll/c = - 2 102 318 7 429
3. |Golongan IIl/b - - 68 567 137 772
4. |Golongan [1l/a - - 3 429 358 792
Jumlah Golongan III - ) 42 284 1.599 502 2.427
1. |Golongan Il/d - - 163 168 321
2. |Golongan ll/c - - 75 168 243
3. |Golongan II/b - - - 19 94 113
4. |Golongan ll/a - - - - 8 67 75
Jumlah Golongan II - - - - 255 497 752
1. |Golongan [/d - - - - 17 17
2. |Golongan t/c - - 19 19
3. |Golongan I/b - - - 5 5
4. |Golongan l/a - 3 3
Jumlah Golongan I - - 3 - 44 44
Jumlah Total 2 23 139 291 2.733 1.043 4.231

Salinan sesual dengan aslinva
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LANDAK,

T Dt

DARIANUARTIIT. SH

NIP. 19661128 199402 2 001

BUPATI LANDAK,

KAROLIN MARGRET NATASA




LAMPIRAN VI

PERATURAN DAKRAE KABUPATEN LANDAK

NOMOR 11 TAHUN 2019
TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN LANDAK TAHUN ANGGARAN 2020

DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI)

DAERAH KABUPATEN LANDAK
TAHUN ANGGARAN 2020

| SALDO TAHUN
NO. JENIS INVESTASI o — JUMLAH KETERANGAN
SEBELUMNYA 2012 | 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 A 3 4 | 5 6 7 ) 4 0 11 12 13 1=

[~

Penvyertaan Modal Pada PT BANK KALBAR
Penvertaan Modal Pada PDAM
Penvertaan Modal Pada PT. LANDAN BARAJAKI

Penvertaan Modal Pada FT JAMKRIDA

15.806.000.000

1.500 000 000

2.000.000,000

1.500.000.000

4.950.000.000

2.000.000.000 2.000.000.000 2.000 000.000

1.500,000 000 2,000.000.000 | 2 000 000.000

4.950.000.000

875 000.000

4.500.000,000

2 000 000.000

1.000.000 000

5 000 000,000

2.000.000.000

1.000.000.000

5.000.000 000

2.000.000.000

5.000.000.000

2.000.000.000

44 806.000.000

15.000.000.000

11.900 000.000

875.000.000

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LANDAI,

-]
/@7‘:4—

NIP, 19661128 199308 2 001

BUPATI LANDAK,
TTD
KAROLIN MARGRET NATASA




LAMPIRAN VIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK

NOMOR 11 TAHUN 2019

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN LANDAK TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK

DAFTAR PINJAMAN DAERAH KABUPATEN LANDAK

TAHUN ANGGARAN 2020

Tahun Tujuan . Kumulatif
) Sumber J Masa Masa Tanggal Tingkat Suku Pagu Saldo
No Penarikan . Penggunaan . . Pembayaran | Tunggakan o
. Pinjaman o Pinjaman Tenggang Jatuh Tempo Bunga Pinjaman B C Pinjaman
Pinjaman Pinjaman Kewajiban
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 - , . - , : = = -

Salinan sesual dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LANDAK,

-

DARIANUARYJI, SH
NIP. 19661128 199402 2 001

BUPATI LANDAK,
TTD

KAROLIN MARGRET NATASA




